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BUPATI LAMANDAU 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI LAMANDAU 
NOMOR 59 TAHON 2025 

TENTANG 

PEN ABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMANDAU, 

bahwa untuk melak anakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah 
Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2025 tentang P rubahan 
Anggaran Pendapatan dan De]anja Daerah Tahun Anggaran 2025, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang P mbentukan 
Kabupaten Katingan, Kabupaten eruyan, Kabupaten 
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kahupaten Gunung Mas, 
Kabupaten PuJang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lembaran Negara Republik lndone ia Tahun 2002 Nomor 18 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180)· 

2 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 t n ang euangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286)· 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) ebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856) · 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028}; 
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6. Peratu ran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45021 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 Lenlang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali tcrakhir dcngan Pcraturan Pcmcrintah Nomor l Tahun 
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada 
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6177); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 THhun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165); 

9. Peraturan Pemerintah N omor 12 Tah un 2017 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 60411; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 
diubah dcngan Peraturan Pcmcrintah Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6847); 

11. Peraturan PemerinLah Nomor 12 Tahun 201g tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20 19 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemcrintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 100, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tahun 
2012 ten tang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daer ah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
754); 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghi tungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
630); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 
Kelurahan dan Pembcrdayaan Masyarakat di Kelurahan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036); 

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Pcraturan Dacrah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
431); 

19. Peraturan Menteri Keungan Nomor 55 Tahun 2024 tentang 
Penggunan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan 
Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 505); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeli Nomor 15 Tahun 2024 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 6481; 

21. Peraturan Daerah Kabu paten Lamandau Nomor 11 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerab Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah Kabupaten 
Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 
2016 Nomor 204, Tambahan Lernbaran Daerab Kabupaten 
Lamandau Nomor 251); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 
2019 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 181, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 
228); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255); 
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24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2024 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2025 (Lembaran Dacrah Kabupaten Lamandau 
Tahun 2024 Nomor 244, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamandau Nomor 271); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2025 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamandau Tahun 2025 Nomor 226, Tambaban Lembaran 
Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 273); 

26. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2024 (Lembar Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 
Nomor 947); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2025. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelcnggaraan urusan Pcmerintaban oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indones ia Tahun 
1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana.an urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerab otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Lamandau. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau. 
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetuj ui 
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

Pasal 2 

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp. l.102.580.052.641,- berkurang 
sebesar Rp. 26.222.515.088,- sehingga menjadi Rp. 1.076.357.537.553,- dengan 
rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan daerah 
1. Semula Rp. l.046.393.945.407 
2. Berkurang Rp. 106.274.682.715 
Jumlah Pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 940.119 .262.692 

b. Belanja daerah 
1. Semula Rp. l.102.580.052.641 
2. Berkurang Rp. 26.222.515.088 
Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. l.076.357.537.553 
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c. Pembiayaan daerah 
1. Penerimaan 

Pembiayaan 
a ) Semula Rp. 56.186.107.234 
b) Bertambah Rp. 80.052. 167.627 

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 
2. Pengelu aran Pembiayaan 

a ) Semula Rp. 
b) Bertambah Rp. 

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 

Pasal 3 

136.238.274.861 

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 , 
tercantum dalam La.mpira n yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar i 
Peraturan Bupati ini yang terdiri atas : 

a . Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang 
Diklas ifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 
Penjabaran Peru bahan APBD yang Diklasifikasikan 

b. Lampiran n Menu ru t Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, 
Program, Kcgiatan, Sub Kcgiatan, Kelompok, Jenis , Obyek, 
Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

c. Lampiran Ill 

d. Lampiran IV 

e. Lampiran V 

f. Lampiran VI 

g. Lampiran VII 

h. Lampiran VIII 

i. Lampiran IX 

j. Lampiran X 

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Hibah; 

Daftar Nama Penerima, Ala.mat Penerima, dan Besaran 
Bantuan Sosial; 
Daflar Narna Penerima, Ala.mat Peneri ma, dan Besaran 
Bant uan Keuangan Bers ifat Umum dan Khusus; 

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Bagi Hasil; 

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 
Pemerin tah Daerah, Organisasi, Program, Kcgiatan , Sub 
Kegia tan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 

Rincian Su mber Daya Bagi Hasil Sumber Daya Alam 
Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas 
Alam/Tambahan OBH Minyak dan Gas Bumi Menurut 
Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan 
Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan 
Pemerintah Dacrah, Organisasi, Program, Kegia tan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek 
Pendapa tan , Belanja dan Pembiayaan; 

Sinkronisasi Kebijakan Pernerintah Provinsi / Kabupa ten 
/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan 
Peratu ra n Daerah ten lang APBD dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran dengan 
Program Prioritas Perbatasan Negara. 
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Pasal 4 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini 
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentu an peratu ran perundang-undangan. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diu ndangkan. 

Agar setiap orang menge tahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. 

Diundangkan di Nanga Bulik 
pada tanggal 11 September 2025 

Ditetapkan di Nanga Bulik 
pada tan al 11 September 2025 

\ t 

KABUPATEN LAMANDAU, 

,.. 

KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025 NO MOR 1018 
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